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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, maka dapat disimpukan 

sebagai berikut: 

1. Mekanisme penyaluran dana program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan 

(SPP) dengan proses melalui UPK ke TPK, kemudian TPK menyerahkan 

kepada ketua kelompok sesuai dengan ajuan proposal pinjaman kelompok 

SPP yang disetujui oleh Tim Verifikasi dilengkapi dengan bukti transaksi dan 

administrasi kelompok. Setelah itu ketua kelompok menyerahkan ke anggota 

kelompok sesuai dengan ajuan pinjaman yang disetujui.  Program SPP di 

Kecamatan Aluh-aluh tidak siginifkan dalam memberdayakan ekonomi 

masyarakat karena pelaksanaanya yang disalahgunakan dengan penggunaan 

dana sebatas konsumtif dan tidak tepat sasaran dengan penerima bukan 

bagian dari Rumah Tangga Miskin (RTM) melain masyarakat yang secara 

ekonomi digolongkan mampu. Ditinjau dalam persepektif Islam, maka 

pinjaman melalui program SPP tidak sesuai dengan syariat Islam dengan 

adanya unsur bunga yang merupakan riba dan hukumnya haram. 

2. Realisasi dana bergulir program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tidak 

sesuai dengan aturan yang berlaku yakni ketentuan yang tertera dalam 

Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Dana Bergulir. 

Ketidaksesuaian tersebut adalah penyaluran pinjaman yang tidak tepat 

sasaran dengan penerima pinjaman yang tidak tergolong rumah tangga miskin 
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dan terjadinya penyalahgunaan dalam menggunakan pinjaman dengan 

pemanfaatan pada keperluan konsumtif bukan produktif. 

 

B. Saran 

Saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut: 

1. Pengelolaan dana bergulir program SPP seharusnya lebih diawasi agar 

berjalan sesuai hakikat keberadaannya sehinga tidak disalahgunakan dan 

dapat tepat sasaran serta sesuai dengan aturan yang berlaku 

2. Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan program yang dapat 

membantu pemberdayaan masyarakat, namun masih terdapat unsur bunga 

didalamnya yang menjadikan transaksi tersebut tidak sesuai dengan syariat 

Islam, sehingga perlu adanya pembaharuan mekanisme agar transaksi 

tersebut sesuai dengan syariat Islam 

 


